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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di bahas pada bab V, maka 

penulis menarik kesimpulan yang diantaranya. Pertama, dinamika konflik 

lahan yang terjadi di Desa Enolanan, Kecamatan Amabi Oefeto Timur 

kabupaten kupang yang melibatkan suku Beti dan Pemerintah Kabupaten 

Kupang, merupakan dua perspektif kepentingan yang sama-sama memiliki 

tujuan, disatu sisi penggunaan lahan yang diklaim suku Beti sebagai tanah 

adat diperuntukan untuk kesejahteraan suku Beti yang telah dilakukan secara 

turun temurun sebagai warisan leluhur: disisi lain penggunaan lahan oleh 

Pemerintah Kabupaten kupang, sebagai Kebijakan Regional yang diturunkan 

atas kebijakan pemerintah konkuren dalam hal urusan pemerintah wajib, 

yakni pembangunan yang diperuntukan untuk kepentingan Pemekaran 

Kecamatan Amabi Oefeto Timur dan Program pembangunan Nasional Nawa 

Cita ke-3 .  

Kedua, dinamika konflik terjadi akibat gerakan sosial yang dilakukan 

suku Beti sebagai bentuk ketidakpuasan akibat tidak diakuinya tanah mereka 

oleh pemerintah sebagai tanah adat yang dilanjutkan dengan pengeluaran 

sertifikat No.2 tahun 2002 oleh Kabupaten Kupang atas tanah adat yang 



99 
 

diklaim suku Beti tersebut, serta penggunaan lahan oleh pemerintah 

kabupaten kupang yang merupakan kesiapan pemekaran kecamatan baru 

yakni pemekaran kecamatan Amabi Oefeto Timur yang sebelumnya 

merupakan bagian dari Kecamatan Kupang Timur. Dalam hal ini 

pembangunan rumah dinas, balai penyuluhan KB, serta balai penyuluhan 

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mengalami kegagalan dikarenakan sebab 

terjadinya konflik antara suku Beti dan pemerintah, sehingga proses kegiatan 

perkantoran oleh Kecamatan Amabi Oefeto Timur tidak bisa dilakukan di 

lokasi tersebut. 

Ketiga, dinamika konflik lahan juga merupakan konflik internal, 

dalam hal ini konflik internal antara suku Beti dan Suku Nope, suku Beti 

mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat yang telah diterima 

dari kaisar Loemnanu, waktu masih zaman kevetoran sebagai tanah adat pada 

tahun 1832 yang menjadi sawah tadah hujan, dan mulai di kelola sejak tahun 

1973, sejak sebelumnya dipergunakan untuk kepentingan desa dari tahun 

1969-1973 atas seijin keluarga suku Beti. Namun, di sisi lain diakui pada 

tahun 1972 oleh keluarga Nope yang merupakan “tamukung” pada waktu itu, 

dan mengklaim tanah tersebut sebagai kewenangan suku Nope yang 

merupakan padang terbuka dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat 

desa pada waktu itu, dalam pemanfaatan lahan untuk penanaman ubi,jagung 
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padi, yang bibitnya berasal dari pemerintah yang pada saat itu masih 

berbentuk vetor/kerajaan kecil. 

6.2 Saran 

Konflik lahan di Desa Enolanan, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, 

Kabupaten Kupang masih belum menemui titik penyelesaian, sebab 

kurangnya keseriusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam 

menangangi kasus ini. Pihak ketiga dalam mengatasi masalah ini juga harus 

netral, tegas, bijaksana dan adil dalam mengambil keputusan walaupun 

sebelumnya sudah ada putusan pengadilan terhadap keluarga Beti, namun 

keluarga Beti masih merasa kecewa dan tidak puas dengan putusan dan hasil 

tersebut. Tidak hanya itu saja, dalam penyelesaian konflik ini juga dapat 

dilakukan dengan cara kompromi (Compromise) atau negosiasi yaitu masing-

masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, 

saling memberi dan menerima, saling mendukung satu sama lain serta saling 

kerja sama untuk menyelesaikan masalah ini.  

Agar konflik sengketa lahan seperti ini tidak terjadi dikemudian hari 

diharapkan ada solusi kongkrit dari pemerintah, caranya yaitu dengan 

memaksimalkan badan-badan pertanahan yang sudah ada, melaksanakan 

pembaruan agraria. Karena, pelaksanaan reforma agraria sudah menjadi 

amanat dalam UUD 1945, UUPA No.5 Tahun 1960, Tap MPR. No.IX/2001 
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tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No 

11/2005 tentang Kovenan Ekosok, Pemerintah membentuk sebuah lembaga 

khusus penyelesaian konflik agraria di negeri ini. Badan Pertanahan Nasional 

juga harus mendata kembali kepemilikkan tanah yang sudah lama, agar tidak 

terjadi konflik seperti ini.  
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